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NOMOR 15 TAHUN 2003 '
TENTANG

PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi,
Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam Pelaksanaan Pemerintahan dan
pembangunan perlu di dukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
baliwa Pajak merupakan salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan ;
bahwa Restoran merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan
schagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak,
vang termasuk didalam Kewenangan Dacrah Kota Padangsidimpuan untuk
mengatur dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah Kota
Padangsidimpuan tentang Pajak, untuk dapat menjadi salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan a,b dan ¢ tersebul diatas, perlu diatur dan
ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak
Restoran

indang-Undang  Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana ;

Undang-Uindang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesalan
Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 40, Tambahan
I embaran Negara Nomor 3684) ©

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
T.embaran Negara Nomor 3686) ; .

Undang-Undang Nomor 22 (ahun 1999 (entang Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3¥39) . '

Undang-Undang, Nomor 34 ahun 2000  (enlang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 ahun 1997 tentang Pajak Dacraly dan Retribusi Dacraly
Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antaca Pemerintall Pusat dan Daceah (T.embaran Negara RT falun 1999
Nomor 7.2, Tambahan Iembaran Negara Nomor 38-48) .

Undane-Undang  Nomor 4 tahun 2001 tentang  Pembentukan Kota:
Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan
[ cmabaran Negara Nomor#111)

Peraturan Pemerintah - Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Peraerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom
(1 cmbaran Nevara RTtahun 2000 Nomor S Tambahan T embaran Neeara
Faoinen 19

N

Peraturan Pemcrintah Nomor 65 tahuan 2001 tentang Pajall Dacrah



10, Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penvidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden
(T.embaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70) ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata
Cara pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk
Hukum Dacrah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

16. Keputusan Nenteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun
2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah :

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun
2001 tentang Lembaran Dacrah dan Berita Dacrah

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG

PAJAK RESTORAN

BABI1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kota Padangsidimpuan.

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah beserta Perangkat Dacrah Otonom
yvang lain scbagai Badan Eksckutif Daerah Kota Padangsidimpuan.

Kepala Dacrah adalah Walikota Padangsidimpuan.

Deswan Perwakilan Ral vat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Badan Legistatil Dacrahy Kota Padangsidimpuan.

Dinas  Pendapatan Dacrah adalah - Dinas  Pendapatan - Dacrah - Kota
Cadangsidimpuan. .

Potugas adalah Pegawai | <geri Sipil di lingkungan Demerintah Kota
Padangsidimpuan vang diber tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan atau
Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Dacrah yang s mjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan orvang priba«: w Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung
yang scimbang yanyg cat dipaksakan bordasarkan Pevaturan Peruadang-
undangan yang, berlahu - ang digunakan untuk membiayai Penyclenggaraan
Pemerintah Dacrah dan Peinbangunan Daerah.

Kas Dacrah adalah Kas Pemarintah Kota Padangsidimpuan.

Pagak Restovan adalaly wiran wajib yang, dilakukan olch orang pribadi atau
Badan atas Usaha Pelavanan Restoran tidak termasuk usaha jasa boga atau
Katering.,

Iestoran adalabh tempal vntok smcenyantap makanan dan atau nuonuman yvang,
discdiahan denpan dipunone bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau
katering.
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Pengusaha Restoran adalah orang atau Badan yang menyelengearakan Usaha
Restoran untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk nama pihak lain.
Pejabat vang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah vang
ditunjuk oleh Kepala Dacrah.

Surat [zin adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleiy ¥epala Daerah
Kepada orang pribadi atau Badan untuk dapat melaksanakan Pengutipan
Pajak Restoran.

Surat Ketetapan Pajak Daerah vang disingkat dengan SKPD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang disingkat dengan SPTPD
acalah Surat vang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
perhitungan  dan pembayvaran Pajak yang terutang menurut Peraturan
Pcrundang-undangan Pajak Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat dengan SSPID adalah Surat vang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
Pajak yang icrutang ke Kas Daerah atau tempat yang lain yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah. i

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan
SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Pajak
terutang, Jumlah Kredit Pajak jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak.
besarnya sankst administrasi dan jumlah yang masih harus dibavar.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat
dengan SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah
Pembayaran Pajak karena Jumlah Kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKPDILB
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak Karcna jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil yang disingkat dengan SKPDN adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama
besammya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada

. kredit Pajak. :

Surat Tagihan Pajak Dacrah yang disingkat dengan STPD adalah Surat untuk
melakukan Tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

Badan -adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang se¢jenis, Lembaga Dana Pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya. '

Sural Keputusan IKeberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Ketelapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ,
Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Dacrah Tebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Dacrah  Nihil, atau
terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Putusan Banding adalab Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas
Banding terhadap suatu Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib -
Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian Kegiatan untuk mencari. mengumpulkan dan
mengolah  data dan atau Kketerangan  lainnya  dalam rangka Pengawasan
Kepatuhan Pemenuban Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Dacrah adalah serangkaian
tindakan  vang dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil - vang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang, Perpajakan Dacrah vang terjadi serta

moencmuhan (crsanghanya



BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan Nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan Restoran.
Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan
pembayaran.
(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi usaha dengan
' nama atau scebutan :
a. Restoran.
b, Cafctaria.
c. Rar
d. Ruwmah Makan .
¢.  Warung Minum / Makan.
{. Kedai Kopt.

Pasal 4
(1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran
atas pelayanan Restoran kepada Pengusaha Restoran.
(2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran.

BAB IIT
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN
2asal S

Dasar pengenaan Pajak adalah Jumlah Pembayaran yvang dilakukan orang pribadi
atau Badan kepada Pengusaha Restoran.

Pasal 6

(1) Taril Pajak Restoran untuk usaha dengan nama atau sebutan Restoran
(Restauran), Rumah Makan, Cafetaria dan Bar atau dengan nama usaha apapun
vang sctara dan sejenis dengan itu ditetapkan sebesar 10 %o (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Restoran untuk usaha pelayanan makanan dan minuman dengan
nama dan atau sebutan warung minum, kedai kopi, warung makan. kedat makan,
usaha pelayanan makanan dan minuman  dengan pcng,:g,unn:m. Kereta sorong,
bermotor, atau usaha dengan nama dan atau scbutan apapun yang sclara dan
sejenis dengan itu ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 7

Hesarnya Pajak wrutang, dibitung dengan cara mengalikan tarif Pajak schagaimana
dimaksud datam Pasal 6 denpan dasar penpenaan Pajak scbhagammana dimaksud
dalam Pasal 5.
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BAB IV
DAERAIT PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 8
Pajak terutang dipungut dari setiap Pengusaha Pelayanan Restoran di Daerah.
Pasal 9

Penagih Pajak adalah petugas vang ditunjuk oleh Kepala Dacrah.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 10

(1) Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim
beroperasi.

{2) Bagian dart bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(3) Tabun Pajak adalah jangha waktu vang lamanya 1 (satu) tahun penuh kecuali
Wajib Pajak menggunakan bulan vang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 11

(1) Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi saat diterbitkannya SKPD.
(2) Saat Pajak ‘lerutang adalah pada saat pclavanan dan atau pembavaran di
Resloran.

BAB VI
SURAT PEMBERITAITUAN PAJAK DAERAH
Pasal 12

{1) Setap Wapnh Pagall mengist ST,

(2) SPIPIY sebagaimana dumaksud pada avat (1) haros diisi dengan jelas. benar dan
lenokhap serta ditanda tangani Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SIEPD yang, dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Dacrah,
selambat-lambainya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnva masa Pajak.

(H Dentuek, isi dan serta tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

.

BAB VII
TATA CARA PENMIBAYARAN, PENAGIHIAN DAN PENY ETORAN
Pasal 13

(1) Pembayaran Pajak yang terutang dibayar Wagib Pajak kepada petugas penagih
Pajak, di Kas Dacrah dan atau tempal lain yang ditunjuk olch Kepala Dacrah.

(1) Pembayaran Pajak sebhagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dan dilakukan
denpan menggunakan SSPD.

(3) Bentuk, isic jenis. ukuran SSPD dan tala cara pembayaran Pajak  lerulang
ditcraphan oleh Kepala Dacrah.
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() Petugas scbagaimana dimaksud pasal 9 menyetorkan pembayaran Pajak o Kas

Daerah dan atau tempat lain vang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

(1) Pembavaran Pajak barus dilakukan sekaligus dan lunas.
(2) Pajak vang terutang dilunasi selambat-lambatnyva 1 (satu) bulan sejak diterbitkan

79 5
!
val
i
R

SKPDKDB. SKPDKBT. STPD Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding
vang meny chabkan jumiab Pajak vang barms dibavar bertambali,

Kepata Dacrab atas Permohonan Waiib Pajak setelai memenuht persvaratan
vang ditentuken dapal memberikan perseiujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2
%o (dua persen) sebulan.

Tata cara pembayaran. penyelotan, tempat pembayaran angsuran dan penundaan
pembayaran Pajak ditur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VITI
PENETAPAN PAJALL
2asal 13
Sctiop Wil Pajak miembayar Pajak yvang terutang berdasarhan Ketentuan
Perindane-undamgan  Perpajakan Daerah tanpa menggantungkan pada Surat
Fosletapan Pajal..
Pasal 16

Dol fangka 3 dgeay iahun sesudah saal terutangnya Cajak,. Kepala Dacrah

dapat menaerbikan

oo Apainia burdasackan hasil pemeriksaan atau Keterangan lan Fajak terutang
tilak atan kurang bavar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 9 (dua persen) scbulan dihitung dan Pajak vang kurang atau ierlambat
dibayar univt. jangka waktu paling lama 24 (Jua puiub empat; bulan dilitung
seyak saot ferutanonva Pajak.

Yo apabila 5P P tdak disampaikan dofam jangka wakio yang ditentukan dan
felan diteeny secara tertulis. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga,
sehesai T % {dua persen) scbulan dihitung dari Pajak vang kurang atau
rerlambat dibavar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulub cmpat)
hulan dibitune sejak ferufangnya Pajak.

A Apabila Koewajiban mengisi SPTPD ddak dipenuhi, Pajak yang (eruting

dilillung secaia jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sehes 290 (dua puluh lima persen) dari polok pajak ditambah sanksi
administrast berupa bunga sehesar 2% scbulan dihitung dari Pajal. yang
kurane atan terlambat dibavar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
an;uﬁ, butae Jilitung scjak saal terutaneeya Pajak.

famish Cichurangan Pajak vang teratang datam SKPDKD ~chagai ona dinaksud
padic aval (3 hanul a angha | dan angRa > dikenakan sanksy administrasi berupa
Dy b ae 200 schulan dihitune dart pajak vang kurane atau ferlambat
divavar anoii e L valaa pating enae 21 (dua puluh empat) bulan dihitung
sefak saal fetdiaiiviova Fajak.

bl Letaeean Pajak vane  torutane dalam SKPDRRET sebhacaimana
it o e ar e et b didbcnakan ke adnnmestiaea oo [RXSTETE
Achcan 10U Cecraton porsen) dare jumiah kekucangan Pajak (cescbut,



(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah Pajak yang terutang daiam SKPDKB scbagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga secbesar 2% (dua perszn) sebulan dihitung dari pajak vang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung Pajak saat terutangnva Pajak.

Pasal 17

o

Ivepata Dacrah dapat menerbitkan STPD apabila :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayvar.

b. Dari penclitian SPTPD terdapat kekurangan Pembayaran sebagai akibat salah

“ tulis dan salah hitung.

¢ Wajib Pajak dikenakan sanksi administras: berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah kckurangan pajak vang terutang dalagn STPD sebagaimana dimakeud
pada ayat (1) iwruf a dan b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% setiap bulannya untuk paling lama 135 (litma belas) bulan sejak saat terutangya
Pajal.

(3) Pajak yvang icrutang menurut SKPDKB dan SKPDERBT vang tidal atau Kurang

bavar setelab jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga scbesar 2% (dua persen) sebulan ditagilh melatui STPID.

(1

BAB IX
TATA CARA PENAGIFIAN PAJAK
Masal 18

(1) Pajale aany ovntang berdasarkan . SKPDRKB, SKPDKBT, SITPD, Surat
Pemicinian, Soei Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau
Kurang bhavar oich Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Taksa.

(2) Penaginan Pajak  dengan Surat Pakse  dilaksanakan  dengarn berdasarkan
Perundang-indancan vang beriakin

AL X
WEBISRATAN DAN BANDING
vasal 19

CEy A bajak dapat menpajnkan keberatan hanva kepada Kepala Dacrah atau
Pepabai vang dihumuie atas suatu

A, SN

(AR S N R

¢ OGRPFDKBIL.

d. SKRLPDLD.

. SKPIN.

Focberatan diajukan sceara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan

~

vang, jelas.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara
pabiatan, Wagib Papah haros dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Pajak
teischud

Keberatan harus diajulkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan scjak
taneeal  sural. taneeal pemotongan  atau tangeal  pemungutan sclmg:limnnn
drnabnd pada avat o) kecuals Waph Pagak dapat menunjukkan balnwa jangka
wal to dale dageat dipcnuhun Karena headaan diluar keKuasaannya,

(1

~

7

i



(3 Rvleradan vang Udak tcmenulil persvaratan schagaimana dimaksud pada avat
{2y dan (3) adak  dianggap sebagai Surat Ketetapan  sehingea  udak

dipertimabangkan,

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda hewajiban membayar Pajak din pelaksanaan
Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

(7) Penambahai juinlah Pajak vang terutang sebagaimana dimaksnd pade avat (4)
fidak dikenakan apabila Wajih Pajak arclaporkan sendirt ~cbelum ditabuian
findahan pemerntksaan

Pasal 20

(1) ‘Apabila masih keberatan atas penyelesaian sebagaunana dimaksud pada pasal 17
Wajib  Pajak  dapal  wmengajukan  Permohonan  Banding  kepada  Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai heberatan vang
ditetapkan olch Kepala Daerah,

{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan alasan vang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
sejak heputusan diterima dilampiri dari surat Keputusan tersebul.

(3) Pengajnon permoehonan handing tidak menunda kewajiban membavar Pajak dan
pelahsanaam; Ponagilan Pajak.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau sciuruhnya,
kelebihan pembavaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua
persen) sebulan uniul paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BABXI

TATA CARN PENBETUCLAN, PEANMBATATAN, PENGURANGAN
KITITAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKST ADMINTISTRAST

Pasal 22

(i) kepala Dacrah Karena jabatan atau atas permohonan \Wajib Pajak  dapat
membtuikan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKB1T atau STPD vang dalam
pererbitane va tecdapal Resalahan tahise hesalahan hitune ddan hebolivean dalam
penctapan Peratvran Porundang-undangan Perpajaiiain Dacrali,
{2Y Nepala Dacrahy dapat
Ao Menguranglon et menghapuskan sanhsi adininistiasi burupa bunga, dendd
dan Kenathon pajax yang teiuwtang menurul Peraturan Perundang-undangan
Feepainian Daceah dalam hal sanksi tersebint dikarenakan karena kekhilafan
Tajils Paiai arau hulvan Larena kesalahanoya

b dembutalban atau mesgucanghan batetapan vang tidak benae,

75

Pata cara pencurangan atau penghapusan sankst administrasi dan pengurangan
ata pemibaialan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (7Y diatur
onch enala Pacoal
BATNTI
PRGN O SN WET T BIEEAN PENIDBAY MU P AT

Pasal 22

(1) Atas kelebiban pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajuban permwohonan
peneembalian Kepada Kepala Dacrah.

o

(8]



{2)

s}
N’

()

(6)

(1

~

(M

h)

)
i

Kepaia Duceralb atau Pejabat dalam jongka waktu paling lame 12 {dua belas)
bulan s¢jak dilerimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembavaran 1ajak
schagaimana dimaksud pada avat (1) harus memberikan keputusan.

Y Apabila jangka swakiu scbagaimana Jdimaksud pada avat (2) telah dilampaui dan

Kepala  Dacrah atau Pejabat tidak  memberikan  Keputusan.  permohonan -
pengembalian helebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKIPDILB
harus diterbithan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan,

Apabila Wajib Pajak mempunyvai hutang Pajak lainnva. Kelebihan Pembavaran
Patak schagaimara dimaksud pada aval (1) langsung diperhitungkan untuk
maelunasi feriehih dahiuiu hutang Pajak tersebut.

Pengembalian keiebthan pembavaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama
2 {dua) bulas sciak diterbitkannva SKPDILR.

Apabila nengembalion kelebihan pembayaran Pajak dilakukan sciclalv fewal
waktu 2 (doa)y budan scyak diterbitkanova SIKPDIS. Kepala Dacrah atan Pejabat
memberikan  imbalan bunga sebesar 2 %% ( dua pearsen ) sebulan atas
keteriambatan pembayacan helebihan Pajak.

Pasal 24

Permehowin Pengembatian Kelebihan pembayaran Pajak diajulan sccara tertulis
hepada Kepala Dacrab wan Pejabat denpan menyvebutkan

a.  Nama dan Atamat Wajib TPajak.

. Masa Pajak:

¢. RBesamyva Kelebihan pembayvaran Pajak.

d.  Alasan vang jelas.

Pormebonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak disampaikan sccara
lzﬁigs\lng atau melalui Pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh DPejabat Dacrah atau bukti pengiriman Pos  tercatat
merupakan buki saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 235

» Pengembatian kelehihan Pajak dilakukan dengan menerbithan Sueet Uerintah

icbayar Relebihan Pajak.
Apabila helebilion pembavarvan diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya.
sehagaimana Hmaksud datam Fasal 22 ayvat (4, Pembayaran difakukan denzan

cara pemindah hukuan juga berlaku sebagai bukti pembayvarar

BAB XIII
WNADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 26

[lah antulh melakukan penagihan Pajak, hadaiuarsa tclah mciampaut jangha
wakin S (lima} (ahun ierhitung sejak saat ferutangnva Pajak kecuali apabifa
Wogih Pagedo maddakoakan Gndale pidana dibidang Perpajakan Daciain,
feadituaesa penapiban Pajal schagaimana dimaksud pada avac ¢F) etangauh
apathaia

Dyiterbithoai Saiat Vepuran,
oooAda pengahuan utang Pajaie dan Wagth Pagaic bak Langsung maupun tdak

fanesung.
Pawel 27
Feepala Daciali onwenang melakukan pemeriksaan uniuk mengujl hepatuhan

pemenubhan boowapban Perpajakan Dacraly dafam raneka mclaksanakan Peraturan

1 rondane andanean Porpagpakoan Daceah



(2) Wajib Pajak vang diperiksa wajib :
a. Menmperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen lain
vang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan vang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna Kelancaran pemeriksaan.
Memberikan keterangan yang diperlukan.

o

BABXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

(1) Wajib Pajak yang Karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak
benar schingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengon Tidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali
Jumlah Pajak vange fevntang,

(2) Wajib Pajal yang Jdeongan scigaja tdak menyampaikan SPTTD atau mengisi
dengan tidak benai sebinzga merugikan keuangan Dacrah dapat dipidana dengan
Pidana penjara paling lama [ (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua)
kali jumlah Pajak yang terutang.

(3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pembayaran Pajak kepada Pemerintah
Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) Kali
jumlah Pajak yang terutang.

(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnva Pajak atau
berakhirnya masa Pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
waewenang khusus schagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana
dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 tahun 1981 tentang IHukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti- keterangan atau laporan
berkenaan  dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar-
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

L. Nencliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana Perpajakan Daerah.

¢ Meminta keterangan  dan bahan bubti dari orang pribadi atau Badan
schubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Dacral.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Dacrah.

¢, Melakukan pengeeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penvitaan terhadap
bahan bukti fersebut.

l ANeminta bantuan tenaea ahli dalm ranpka pelaksanaan (epas ]wn)i«lil\.m

trnchake podhana de badanye Pecnagakan Dacrah,



o, Menyuruh bechenti atou melarang scscorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen vang dibawa scbagaimana dimmaksud pada huruf ¢

h. Ndemetre! sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Dacrah.

i Memanpgil orang untuk didengar keterangannya dan  diperiksa  scbagai
lersangku Glau saksi.

1. Menghentrkan Penyidikan.

K. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikan tindak
Pidana di  bidang  Perpajakan  mecnurut  Hukum  vang  dapal
dipentanggungjawabkan,

{3) Penyidik scbagaimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyvidikannva kepada Penuntut Umum
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
tentang IFlukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

(1) Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain
vang mengatur hal vang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
(1) Hal-hal yang belum diatur daiam Peraturan Dacrah ini akan ditentukan dan
ditetapkan kemudian oleh Kepala Dacrah.
Pasal 31

Peraturan Dacrah int mulai berlaku sejak tanggai diundangkan..:.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Pacrah ini dengan penempatannyva dalam Lembaran Dacrah Kota Padangsidimpuiin,

Ditctapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 122 MARET 2003

' WALIKOTA PADVANGSIDINIPUAN
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Menyuruh berhenti atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
Nlemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.

Nerghentikan Penyidikan.

Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyvidikan tindak
Pidana di bidang Perpajakan  menurut Hulum  vang  dapat
dipertanggungjawabkan. .

() Penyidik sebagaimana dimaksud pada aval (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyvidikannva kepada Penuntut Umum
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.Nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BABXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain
vang mengalur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(1) Ial-hal vang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini akan ditentukan dan
ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sciap orang Jdapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Paerah ini dengan penempatannyva dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 ™MQaret 2003
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